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BUPATI SIGI 

PROVINSI SULAWESI TENGAH  
 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI 
NOMOR  19  TAHUN 2014 

 

TENTANG 
 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2015 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI SIGI, 

 
Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah, Kepala daerah wajib mengajukan Peraturan Daerah 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disertai  
penjelasan  dan  dokumen pendukungnya kepada DPRD 

sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh ketentuan 
peraturan perundang-undangan untuk memperoleh 
persetujuan bersama; 

   b.  bahwa Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2015 yang diajukan 

merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pembangunan 
Daerah Tahun 2015 yang dijabarkan dalam kebijakan umum 

APBD serta prioritas dan plafon anggaran yang telah 
disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD 
Kabupaten Sigi; 

   c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan  Peraturan 

Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2015; 

 

Mengingat : 1.  Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia  Nomor 4355);  
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5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 
6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan 

Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 100, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4873); 
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5049); 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5589); 
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 

Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang 

Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah  Nomor 24 
Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan 

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 47, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah 

diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 
Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 
Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5155); 
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana 
telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas 
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 680). 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 3 Tahun 2010 
tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sigi (Lembaran 
Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Nomor 3); 
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 4 Tahun 2010 

tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2010 Nomor 4, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Nomor 4) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Sigi Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan atas 

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 

Sigi Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Sigi Nomor 74); 

 
 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIGI 

dan 

BUPATI SIGI 

     
     MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan  : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN 

DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015. 

 
 

Pasal 1 
 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 sebagai berikut: 

 

1. Pendapatan Daerah Rp. 824.945.407.603,00 
 
2. Belanja Daerah  Rp. 842.178.255.858,00 

  
             Defisit     Rp.  (17.232.848.255,00) 

 
3. Pembiayaan Daerah : 

 
a. Penerimaan   Rp.  20.232.848.255,00  

     

b. Pengeluaran  Rp.    3.000.000.000,00 
 

 Pembiayaan Neto            Rp. 17.232.848.255,00    
 

 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun berkenaan :  Rp. 0,00      
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Pasal 2 

 
(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari : 

 
a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah      Rp.    22.673.711.900,00 

 
b. Dana Perimbangan sejumlah    Rp. 688.352.662.784,00 

 
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sejumlah   Rp. 113.919.032.919,00 

   

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri 
dari jenis pendapatan : 

 
a. Pajak Daerah sejumlah  Rp. 5.821.500.000,00 

 
b. Retribusi Daerah sejumlah  Rp. 2.815.000.000,00   
 

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah  Rp.     0,00 
 

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sejumlah Rp.14.037.211.900,00 
 

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari 
jenis pendapatan : 
 

a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil  

Bukan Pajak sejumlah  Rp.   24.009.030.784,00   

b. Dana Alokasi Umum sejumlah    Rp. 595.913.672.000,00   

c. Dana Alokasi Khusus sejumlah    Rp.   68.429.960.000,00   

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf c terdiri dari jenis pendapatan : 
 

a. Hibah sejumlah   Rp.                      0,00  

b. Dana Darurat sejumlah  Rp.                      0,00 

c. Dana Bagi Hasil Pajak  sejumlah  Rp. 17.362.462.872,00 

d. Dana penyesuaian dan Otonomi khusus sejumlah  Rp. 92.595.725.047,00 

e. Bantuan Keuangan dari Propinsi sejumlah  Rp.   3.960.845.000,00  

 

Pasal 3 

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari : 

 
a. Belanja Tidak Langsung sejumlah  Rp. 503.231.947.871,00   
 

b. Belanja Langsung sejumlah  Rp. 338.946.307.987,00   
 

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a teridiri 
dari jenis belanja : 

 
a. Belanja Pegawai sejumlah  Rp. 402.269.354.730,00 
 

b. Belanja Bunga sejumlah  Rp.                         0,00 
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c. Belanja Subsidi sejumlah  Rp.                         0,00   

 
d. Belanja Hibah sejumlah  Rp.   22.675.000.000,00  

 
e. Belanja Bantuan Sosial sejumlah  Rp.    2.475.577.710,00   

 
f. Belanja bagi hasil sejumlah  Rp.                         0,00   

 
g. Belanja Bantuan Keuangan sejumlah  Rp.   73.812.015.431,00 
 

h. Belanja Tidak terduga sejumlah  Rp.     2.000.000.000,00   
 

(3) Belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri jenis 
belanja : 

 
a. Belanja Pegawai sejumlah  Rp.   44.528.761.000,00   

 

b. Belanja Barang dan Jasa sejumlah  Rp. 154.810.189.156,00   
 

c. Belanja Modal sejumlah  Rp. 139.607.357.831,00   
 

 
Pasal 4 

 

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari : 
 

a. Penerimaan sejumlah   Rp. 20.232.848.255,00    

b. Pengeluaran sejumlah   Rp.   3.000.000.000,00   

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis 

pembiayaan : 
 
a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 

Anggaran Sebelumnya (SiLPA) sejumlah  Rp. 15.232.848.255,00 

b. Pencairan dana cadangan sejumlah  Rp.    5.000.000.000,00 

c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang  

dipisahkan sejumlah  Rp.                         0,00  

d. Penerimaan pinjaman daerah sejumlah  Rp.                         0,00 

e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlahRp.                         0,00 

f. Penerimaan piutang daerah sejumlah  Rp.                         0,00 

 

(3) Pengeluaran sebagimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri jenis 
pembiayaan : 

 

a. Pembentukan Dana Cadangan   Rp.                         0,00 

g. Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah  

Daerah sejumlah  Rp.    3.000.000.000,00 

h. Pembayaran Pokok Utang sejumlah  Rp.                         0,00 

i. Pemberian Pinjaman Daerah sejumlah  Rp.                         0,00 
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Pasal 5 

 
Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian 
tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari : 

 
1. Lampiran  I Ringkasan APBD; 

 
2. Lampiran II Ringkasan APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah dan 

Organisasi; 

 
3. Lampiran III Rincian APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah, 

Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; 
 

4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut urusan Pemerintahan Daerah, 
Organisasi, Program dan Kegiatan; 

 

5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan 
Keterpaduan urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam 

Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; 
 

6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai per-Golongan dan per-Jabatan; 
 

7. Lampiran   VII Daftar piutang Daerah; 

 
8. Lampiran  VIII Daftar penyertaan modal (investasi) Daerah; 

 
9. Lampiran    IX Daftar perkiraan Penambahan dan pengurangan Aset Tetap 

Daerah; 
 

10. Lampiran  X  Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan asset 

lainnya; 
 

11. Lampiran  XI  Daftar kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang 
belum diselesaikan dan dianggarkan kembali  dalam tahun 

anggaran ini; 
 

12. Lampiran  XII Daftar Dana cadangan daerah ; dan 

 
13. Lampiran  XIII Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah. 

 
 

Pasal  6 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan 

operasional pelaksanaan APBD ditetapkan dengan Peraturan Bupati. 
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Pasal  7 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sigi. 
  

 
Ditetapkan di  Sigi Biromaru. 
pada tanggal  24 Desember 2014     

 
BUPATI SIGI, 

 

ttd 

 

ASWADIN RANDALEMBAH 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Diundangkan di Sigi Biromaru 

pada tanggal  26 Desember 2014 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIGI 
 

ttd 

 

HUSEN HABIBU 

 

 

Salinan sesuai dengan aslinya 

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI 
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIGI 

 
 

 
 

 
DIDI BAKRAN, SH 

Pembina 

Nip. 19700502 200012 1 004 
 


